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LAPORAN SINGKAT 
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI,  PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  

BUMN, DAN INVESTASI 

 
Tahun Sidang : 2018-2019 
Masa Persidangan : V 
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri 

berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/ 09/2017 Tgl. 6 September 
2017 tentang Penunjukan Sementara Menteri Perindustrian RI  untuk 
menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka 
pembahasan terkait dengan BUMN. 

Sifat Rapat : Terbuka 
Rapat ke : 6 (enam)   
Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2019 
W a k t u : Pukul 10.20 s.d 10.45 WIB 
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI 
Ketua Rapat  : H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), 

didampingi oleh: 
Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN) 

Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI) 
A c a r a : Pembahasan RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020 
Hadir  : 1.        dari  50 Anggota Komisi VI DPR RI.  

2. Menteri  BUMN  atau   Menteri  berdasarkan  Surat   Presiden  RI 
No. R-44/Pres/09/2017, beserta jajaran. 

 
 
I. PENDAHULUAN 

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI 
No. R-44/Pres/09/2017 dibuka pukul 10.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. 

2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini dalam rangka membahas 
RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020. 

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat 
Presiden RI No. R-44/Pres/09/2017 untuk menjelaskan RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun 
Anggaran 2020. 

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan 
pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Menteri BUMN RI atau Menteri berdasarkan surat         
Presiden RI No. R-44/Pres/ 09/2017. 
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II. KESIMPULAN  

 

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020, 
berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-
338/MK.02/2019 dan B-241/M.PPN/ D.8/KU.01.01/04/2019, tanggal 29 April 2019, sebesar 
Rp345.832.707.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh 
ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian alokasi anggaran per program sebagai berikut: 

(1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar 
Rp259.435.066.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta 
enam puluh enam ribu rupiah); 

(2) Pembinaan BUMN sebesar Rp86.397.641.000,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus 
sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

Selanjutnya Komisi VI DPR RI menyampaikan hasil pembahasan RKA dan RKP Kementerian 
BUMN Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi. 

2.   Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian BUMN Tahun 2018 sebesar 
Rp227,5 miliar (dua ratus dua puluh tujuh koma lima miliar rupiah) atau 92% dari pagu anggaran 
sebesar Rp247 miliar (dua ratus empat puluh tujuh miliar rupiah). 

 

 
III. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 10.45 WIB. 
 

 
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI 

KETUA RAPAT, 
 

TTD. 
 

H. DITO GANINDUTO, M.B.A. 
A-278 

                          
 

 


